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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR : 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan
penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;

b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
melaksanakan tugasnya dapat memberikan
kepastian hukum terhadap tindak pidana atau
pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap
orang atau Badan Hukum;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3
Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan
dan aturan yang ada, sehingga perlu ditinjau
kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II
di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822 );

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890 ) ;
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4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 );

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2009
tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah ;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan
Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna,
Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 127 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (
Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor 4 );
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo
( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Wajo
( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011
Nomor 50 ).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANGPENYIDIKPEGAWAINEGERISIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah

yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo;
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam Undang – Undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat
Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan;

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

10.Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan
Daerah.
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11.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang
digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam
melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNS Daerah yang berlaku
dengan menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang
berlaku.

(2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

(3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib bersikap dan berprilaku sesuai dengan kode etik.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNS
mempunyai wewenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) PPNS dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana di maksud pada
ayat (1) tidak diperkenankan untuk melakukan penangkapan dan
penahanan.
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BAB III

KODE ETIK PPNS

Pasal 5

Kode etik PPNS adalah :
a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada

kepentingan pribadi atau golongan;
b. menjunjung tinggi HAM;
c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h. tidak mempublikasikan antara cara aktraktif dan teknik penyidikan;
i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam

penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat,

norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah

kedinasan harus dirahasiakan;
l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam

sistem peradilan pidana; dan
m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang

perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua
pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga
diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 6

(1) Penegakan Kode Etik PPNS dibentuk Tim kehormatan Kode Etik yang
bersifat ad hoc.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3
(tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.

(3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur
Dinas PPNS yang bersangkutan, Unsur Inspektorat Daerah, dan Bagian
Hukum dan PerUndang-Undangan.

Pasal 7

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
mempunyai tugas dan wewenang :
a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
b. memeriksa pelanggaran PPNS;
c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 8

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.


